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BAB V 

KESIMPUALAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

1. Pelangaran Hak Narapidana di kelas II
A
 Lembaga Permasyarakatan Kota 

Gorontalo ditinjau dari UU No 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan 

sebuah polemik yang harus di selesaikan oleh oknum penegak hukum itu 

sendiri khususnya petugas LAPAS. Terjadinya suatu tindakan tersebut karena 

adanya faktor seperti faktor psikologis yang mengharuskan mereka melakukan 

tindakan tersebut salah satunya perbuatan yang semena-mena napi antara satu 

sama lain bahkan bukan hanya antara napi melainkan petugas. Adapun 

tindakan yang di lakukan sudah melanggar hak narapidana sebagaimana yang 

di atur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 32 tahun 

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Permasyarakatan. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Narapidana di Kelas II
A
 

Lembaga Permasyarakatan Kota Gorontalo ditinjau dari UU No 39 Tahun 

1999 tentang HAM dalam penerapannya sudah terealisasi dengan sempurna. 

Upaya yang di lakukan oleh petugas LAPAS berupa perlindungan hukum 

terhadap napi yang tidak mendapatkan perlakuan baik atau perlakuan tidak 

baik dari sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II
A
 Kota 

Gorontalo akan dipindahkan keruangan narapidana lainya, dimana 

penghuninya dianggap tidak membahayakan napi tersebut, sedangkan petugas 
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yang melakukan pelangaran hak terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II
A
 Kota Gorontalo atau narapidana, petugas itu akan mendapatkan 

sanksi berupa penundaan penaikan pangkat dan tidak ditiadakan penerimaan 

gaji selama satu tahun. Sanksi itu sudah diterapkan dalam Pasal 21 huruf e 

Peraturan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan, dan Pasal 3 angka 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil. Sedangkan narapidana atau penghuni lapas yang melakukan pelangaran 

hak narapidana, napi itu akan mendapatkan sanksi tegas dari Lembaga 

Pemasyarakatan, napi itu akan dicatat dalam buku regist F dan ditiadakan hak 

remisi, hak kunjugan, hak upah dan premi, hak asimilasi dan cuti, hak 

Pembebasan Bersyarat. 

5.2 SARAN 

1. Upaya yang harus di lakukan oleh petugas LAPAS antara lain upaya preventif 

atau pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara penuh terhadap 

para pelanggar. 

2. Adapun perlindungan hukum yang harus oleh pihak LAPAS yaitu melakukan 

upaya represif den dengangan memberikan sanksi terhadap para pelanggar 

LAPAS tersebut seperti yang di utarakan oleh Kepala Pembinaan LAPAS. 
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